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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tentang Desa ' akan C an_pemerintah  desa,
pelaksanaan pe esa sa, dan pemberdayaan
suatu masyas desa berdas dang Dasar Negara

esia, dan nilai-nilai

1945) sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa
juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI).
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Dalam penyelenggaraannya Desa (BPD) memerlukan sebuah lembaga yaitu
BPD selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa.

Pemerintah Desa dan BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan

a adalah proses

1, sebaliknya saat

n berbagai aktivitas,
memperhatikan dan
la dalam nilai-nilai
15, serta senantiasa
untuk mengkt 1 jaga_ kebera : gara Kesatuan Republik

Indonesia (NK us senanti atikan nilai-nilai Bheinika

didalam masyarakat de 'Q i
LT

Perubahan paradigma b but, dari keterangan di atas maka
mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak
serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah
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besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

Undang-Undang.'

Secara implementasinya penyelenggaraan _pemerintahan di Indonesia

atas Undan 0 23 Tah “tenta 1an Daerah, Desa tidak
lagi merupaka it ac ist enga adi bawahan Daerah

melainkan i Da Man f 2 3 : hak berbicara atas

# tor pembantu.

r

&7
Salah ir desa adalah Badan
<

adalah sebagai BPD merupakan permusyawaratan desa yang turut ikut
serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu

penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan berbagai bentuk

"HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.
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partisipasi dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa

dan/atau BPD dapat untuk menfasilitasi penyelenggara Musyawarah Desa.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah,
khususnya P a dapat menciptakan

Pemeri h terjadi dalam

Masyara ghﬁgrﬁ‘%ggﬂ‘&lﬂ apan baru bagi
Y %

Pemerinta ar. e estai kebutuhan dan
aspirasi Masyar. i s e , Otonomi adalah
suatu pelua: a 1e ng iAparatur Desa dalam
mengelola ..*:é. h ng:ﬁ( oleh Pemerintah Desa
harus melal persetuj :-K.'E'EG-' ;uﬂ:‘cuk ar. 1tu tidak berlaku lagi.
Hal itu jelas me enentukan program
pembanguna &E( N @t dengan kebutuhan
Masyarakat D sisi 1 ing yang dirasakan di
dalam era Otono m engelolaan Pemerintah
Desa dan semakin p I al tersebut secara langsung
maupun tidak langsung berpe iti ap jalannya Pembangunan Desa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

: <z
a pem a o enet desa untuk jangka waktu 6

(enam) tah : ‘ “‘v

b. Rencana pemba
desa, merupakan penjaba
1 tahun.

3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja
pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan
peraturan desa.

4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan
rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa.

desa atau yang disebut rencana kerja
an dari rencana pembangunan jangka waktu
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5. Rencana pembanguan jangka memenengah desa dan rencana kerja
pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa
dikoordinasikan dan/atau dilegislasikan pelaksanaanya kepada Desa.

7. Perencanaan spembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1

menegas ° 1 aan fi ¢ i : an tetapi realita

Dalam hal ini jelas bahwa fungsi BPD mencangkup tiga hal seperti diatur
dalam Pasal 31 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan landasan inilah menjadikan BPD

? Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa
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seharusnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, Dan Tugas Badan

Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut:

‘:‘ =

g
A
"

'a

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 yaitu

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;

b. pelaksanaan kegiatan; dan
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c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

RAEW
o
=N
E
=
g
]

adalah Fungs . pengawasan dan

monitoring esa Limbung. Desa
Limbung jumlah penduduk
526 Kepala 14, serta 7 Rukun

Warga (RW

e E )

g
o
=
©
«
o
%
B
a
=
=
gQ
agQ
()
=
=
aQ
«
oo]
)—U
w)

Limbung, sehingga laporan penyelenggaraan pemerintahan desa hanya diisi oleh
Kepala Desa Limbung sendiri, hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Untuk itu perlu adanya

sosialisasi terkait kinerja BPD baik itu bersifat formal maupun non formal, BPD



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

dituntut untuk mampu menjadi pengawas dalam hal memonitring kinerja Kepala

Desa maupun mengevaluasi kinerja Kepala Desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Limbung yakni kurangnya fungsi BPD dalam

aturan yang enurunnya standar

pelayanan mengindikasikan
fungsi BP 1g dalam Undang-

Undang No ent sa dan Peraturz Jalam Negeri Nomor

Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga”.
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1.2. Rumusan Masalah
Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Limbung

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, disini penulis

Limbung Kees permasalahan diatas

maka denga

tugas  Badan

Pengawasan Kinerja : Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi

BPD di desa limbung sehingga fungsi BPD berjalan dengan maksimal.

1.4. Manfaat Penelitian
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1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep Fungsi

Permusyawarate a di i ar ngga Utara Kabupaten

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat
dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga

untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap fungsi

Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa.
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Studi Kepustakaa

2.1.1. Ko

gejala sosial,
artinya terja individu dengan

individu, mpok. Gejala ini

kelompok 1 ] emeri : _;_'_'1 nempelajari bagaimana
melaksanakan pengurusan ( ), pe . epemimpinan dan

koordinasi pemerinta ; : ah maupun rakyat dengan

menggunakan kekuatan visi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah
tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal

pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan negaranya dari

* Talizuduhu Ndaraha, 2010, Metedologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.
> Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta , Jawa
Barat, him 14.
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serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu lembaga
yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi prsoses

penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemapuan

AT ALAENAY

£
<@
<

\}.W

Sedangkan
adalah geja
ketika mam

ini mensya

menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

®Labolo Muhadam, 2011, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan
pengembangannya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.
7 Yusril Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
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[lmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana
melakasanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, ekskusi, dan yudikasi,

dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah

sebagai ilmu yang
tuntutan tiap orang

an (sehingga dapat

mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara

umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

8 Syafiie,Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju , Bandung, hlm
36.

° Talizuduhu Ndaraha, 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka
Cipta,hlm 7.
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a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan

menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan

pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan publik
dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat
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diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah

sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana

manusia itu diperintah.

)
wan
.
o
o
P
tif,
d

diberikan tugas untuk

pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan

kewenangan dimilikinya.
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2.1.2. llmu Pemerintahan
Pemerintah dapat diartikan sebagai goverment dan bisa juga diartikan

pemerintahan. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan

menyelenggaraka ¢ ’ ntralisasi mengatur
perekonomi : atu: emelihe elindungi HAM,
meningkatk: ' . kat meningke oral masyarakat yang

tidak tertulis yang

terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang

dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.

' Taliziduhu, Ndraha, Kybernologi Sebuah Scientific Movement, Sirao Credentia Center,
Tangerang , Banten 2005,Hal 166
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Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu

sebagai berikut :

1. Menurut Rosenthal ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi
tentang .penunjukkan cara kerja kedalam. dan keluar dan proses
pemerintahan umum.

2. Menurut Wilson "' Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan,
namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan
bersenjata, tetapi dua-atan Kelompok orang dari sekian banyak kelompok
orang yang.dipersiapkan oleh suatu/erganisasi untuk mewujudkan
maksud-maksud bersama mereka, dengan hal- hal“yang memberikan
keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.

3. Menurut Ndraha llmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang
akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan
sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang
bersangkutan.

4. Menurut Soemendar pemerintah sebagai badan yang penting dalam
rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan
ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan
dan~ kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan,
pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan
masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah
sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai
bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan
kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat
dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur ( sub
kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik ), dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai

"' Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, perbandingan pemerintah , Refika
Aditama, Bandung, 2007, hal 8
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bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan

politik.

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama

2
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=
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kondusif bagi berlangsungnya berba vitas serta mengemukakan bahwa untuk
memngetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.'? Artinya fungsi

pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan

baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan

12 Ryaas rasyid ,pemerintah yang amanah,Binarena Prawira,Jakarta, 1998, hal 38
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keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang

menciptakan kemakmuran.

2

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara

prasarana So0sia entingan aktivitas

sosialnya. ketertiban dimana

masyarakat enjalani kehidug cara Wajz ada hakikatnya adalah

pelayanan kepade syaraka : k melayani dirinya

emerintah itu adalah pelayanan kepada

manusia dan masyarakat.'>’Dibentukkan suatu system pemerintahan pada hakekatnya

'3 Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. Kybernorlogi Beerapa Kontruksi Utama, Jilid 1, Penerbit
Rineka Cipta, hal 192
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adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai

provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”"*

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat_bagian,yaitu pelayanan (publik

powerment), dan

E 4
\%‘

engemukakan

hanya. Artinya

S

adalah bagaimana

g membuatkan

wang

pada aspek pelayanan

.-

' Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. Kybernorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, Penerbit
Rineka Cipta, hal 76

15 Rasyid Muhammad Ryass,1988. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Yarsif
Watampone, hal 102
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kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan

pemerintah sehingga diterima padasaat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.'®

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,bahkan secara ekstrim

pnya, manusia
life xyle theory
) pelayanan secara

yang dibutuhkan

berdiri sesungguhnya adalah un pentingan masyarakat pelayanan terbaik

kepada masyarakat.

' Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta Budaya Organisasi, Edisi I, Penerbit Rineka Cipta
'7LP Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, Edisi
Desember. Halm=. 198.
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Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana
diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat,yakni pemerintahan (birokrat)

yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat

Denga
mereka aka i K. an lebih kreatif
dalam me ahkan alah i an birokrat ditafsirkan
sebagai k
melayani s : clayanan dapat n ] rhadap kebutuhan

masyarakat

diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi
Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan
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pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya,

(dikepalai ' o Kepala : pok rumah di luar

kota yang

Undang-Undang Nomor 014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Him.2.
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

--ﬁl Landasan pemikiran
farg

Indonesia yang diakui otonominya pala melalui pemerintah dapat diberikan
penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan

langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan

kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

26

pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-
kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana

prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju

mengatur asya si dan sosial budaya

setempat, strategis sehingga
memerlukar Otonomi Daerah.
Karena de secara signifikan
perwujudan

1. oara ; dah ada berdasarkan hak
Menyelenggarakan  urusa rintahan  yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan
pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan

pelayanan masyarakat.

' Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
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3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

dang-Undang

)
ﬁ Nomor 6 ﬂl
.-
5 a. an hak asal-usul,
5 O
= S
0o =
2 5 b.
; -
- C.
=
= =
-
- o
o 2
E 3. a kunan masyarakat
==
- >
g - n Negara Kesatuan
=
—
‘E" = b.
E c.
— d.

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan
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kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar
rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa

yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga,

gan, pemasaran,
budaya, adanya
hubungan adat

k keperluan mata

yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kedua-duanya disebut

dengan unsure penyelenggara pemerintahan desa.

Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan

oleh beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam Pasal
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24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

“Penyelenggaran Pemerintah desa berdasarkan asas” :

a. Kepastian hukum

di bawah kecamatan. Desa dip seorang kepala desa. Penyelenggara
pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
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masyarakatnya.”’ Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab
kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan

pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama

yang ada d > nggaraa e ¢ pagai mitra kerja yang
perannya san nting da e an pemerintahan desa

karena merupakan len : y paling dekat de aKat Diantaranya dalam

ber dari Anggaran
esa yang ditransfer

melalui Anggarar elanj vaten/Kota dan digunakan

pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran
yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak

disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

** Widjaja, HAW, 2002, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
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Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta

ntum dalam Peraturan

APBDesa.
dengan ketentuan
elolaan dana desa

peraturan pe

dalam APB 1dang-undangan di

o
&
uai
=

=

o

J

permusyawaratan/perwakilan. D Joeniarto berpendapat bahwa “sistem

pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu:

a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan
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b. Asas Permusyawaratan perwakilan.'

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai

kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan

anggotanya o ake : 1 pe : asarkan keterwakilan

wilayahnya.

masing-masing (lihat . | Sepan
S

peraturan perundang-undangan va, sehingga dengan kondisi seperti ini

antara masing-masing BPD yang ada dimasing-masing Kabupaten akan memiliki hak

yang berbeda-beda karena aturan memberikan keleluasaan kepada masing-masing

?! Joeniarto, 1990, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.
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Kabupaten untuk mengatur hak tentang BPD ini dengan harapan dapat disesuaikan

dengan kondisi dan keadaan dari masyarakat setempat.

Sebagai gambaran umum tentang BPD ini setelah meninjau beberapa

peraturan daera agai berikut : bahawa

um memiliki

selanjutnya diatur "&-" BPD diaharapkan dapat
memanfaatkan sebaik- . a ‘ ) berikan, sehingga BPD dapat
A N

berjalan dengan semestinya.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam
Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya:* Badan

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

? Rauf Rayunir, dan Maulidiah Sri. 2016. Badan Permusyawaratan Desa. Nusa Media
Yogyakarta. Hlm 43.
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a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala

Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan

2017 ini diseb : yai berikut. Untuk
melaksana ang aimana ad BPD mempunyai

fungsi:

a. a yang hidupdan
jang kelangsungan
b esa bersama-sama
c menyalurkan aspirasi
tansi yang berwenang;
d. 3 . a S2 awasan terhadap pelaksanaan Peraturan
W

Desa dan Peraturan Perbe

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan
Pemusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau

Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa.
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Masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung dari saat
pengucapan sumpah atau janji dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat

dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.*

Undang-undang
pertahankan dan

esia dan Bhineka

c ah menikabh;
d ama atau sederajat;
e.
f aratan Desa; dan
g.
adan Permusyawaratan di tingkat
Desa yang turut membahas de nel i berbagai kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala
pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama

Perangkat Desa.

2 Taliziduhu ndraha, 1991, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, PT Bumi Aksara, Jakarta,
h. 24
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Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam

erupakan forum dari

‘u\\‘ ..0

%
el
ool

Desa, pere
pembentuka sah ik Desa amb : E an aset desa serta

kejadian lu

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa; dan

**Ni“ Matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, h. 206
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c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran

pendapatan dan belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas

masyarakat

personal,

tentang kewajib eIt : ang bunyinya sebagai

berikut:

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tunggal Ika;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa;
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. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi

masyarakat Desa;

Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok,

K masyarakat Desa,
at Desa;
g, barang dan/atau

atau tindakan yang

Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Sebagai pelaksana proyek Desa;
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h. Menjadi pengurus partai politik;dan/atau

1. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan

lembaga legislati et ahwa BPD mempunyai
l? a ataupun Pusat.

g r tombak yang
gﬁ‘-‘ yai tugas secara

paya masyarakat

an dapat mencapai

=
2|
Wk

ncanakan sehingga

at  bisa terwujud.

At ana

meningkatkan derajat hi da semua jajaran aparatur Negara

e

atau aparatur pemerintah te ur penyelenggara pemerintahan desa

dituntut supaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya.
2.1.6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut Controlling yang diterjemahkan

dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah controlling lebih luas
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artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah
disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk

pengendalian. Menurut S.P Siagan, pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada

) ei . , an dan kelemahan dalam

Q
bekerja untuk kemudian @ Ki d ga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan
efisien dan efektif ataukah tidak, B ermusyawaratan Desa menyelenggarakan
pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan

menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian

dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan

 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cet. 11, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.
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yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai
pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan

kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada

sistem sosial dalam masyarakat @ status, peranan dan perbedaan sosial dari

individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.*®

*® Abdulsyani, Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal
129-130.
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Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara

sistematis adalah Plato, seorang filosof Romawi. la menyatakan bahwasanya

masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu

%’ Soerjonoo Sockanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
Hal 29.
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rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu

bersifat sementara saja.*®

2.1.8. Pembangunan

yang bere ilal 2 bangsa, Negara dan

pemerintah

g lebih sederhana,

lebih baik melalui

perkembangan, secara keseluruhan
mengandung unsur perub tersebut mempunyai perbedaan
yang cukup prinsip, karena masi mempunyai latar belakang, asas hakikat

yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

® Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka,
1994), Hal 257-258.

¥ Riyadi danDeddy S.B, 2003, Perencanaan Pembangunan Daerah : Startegi Menggali
Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia

% Kartasasmita, Ginandjar. 1994. Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai
Tantangan dan Permasalahanya Memasuki PJP II. Malang
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Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem
sosial, politik, ekonomi, infrasturktur, pertahanan, pendidikan, teknologi,

kelembagaan, dan budaya. Portes mendefiniskan pembangunan sebagai tranformasi

ekonomi, sosia

direncan

nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut oleh

masyarakat, seperti perubahan dan spritualiseme ke matrialisme/sekularisem.

31
ibid
? Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Citra Utama
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Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan

tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan

£ -. ah semua proses
perubahan | yang 1! me .ﬁ dan terencana,

sedangkan ara alami sebagai

d
5
g
<

dampak ksitas  kehidupan
masyarakat angkut berbagai_aspek, pemiki ﬂ dernisasi pun tidak
hanya mencaku - : ah merambah keseluruh
aspek yang dapa

Oleh k pses transformasi dan
perubahan dalam “ma .z : rba aspeknya, baik ekonomi,
industri, sosial, maupun . ayanye pses modernisasi mengarah pada perbaikan,

para ahli manajemen pembangunar 0 perubahan dari kehidupan tradisonal
menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-

alat modern akan menggantikan alat-alat tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial,

para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep
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pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat
diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu

adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan

an sebagai suatu
asyarakat yang
lebih baik da S se > ol sebagai suatu

us berkembang, baik

embangunan tidak
mbangunan. Dalam hal
(expasnsion) atau

oleh suvatu komunitas

Istilah pembangunan dia ara berbeda sesuai dengan persepektifnya
masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam.

Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokan kedalam dua bagian

* Nugroho, Riant. 2006. Manajemen Pembangunan Indonesia. Jakarta :Gramedia
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berdasarkan ukuran-ukuran periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan

ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

2.1.9. Manajemen Pemerintahan

Secara eti oi, ma 1 bera bahasa gris yaitu management
yang b

manajemen

\ L7 50

Ndraha da

istilah man

akar kata

beternak.

LR RENA

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya
Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :**

1. Fungsi Perencanaan (Planning)

** Terry, George R, 2013. Prinsip-Prinsip Manajemen, Bandung: Bumi Aksara.
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Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok

untuk mencapai tujuan yang digariskan, planning mencakup kegiatan pengambilan

keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa : *°

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk
mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan
lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang

% Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik),
Jakarta : Mitra Wacana Media.
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dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”.
(Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen

pemerintahan juga memfiyoroti proses perencanaan,.pengorganisasian, pelaksanaan,

dalam bukunya yang berjudu

(Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1

(Ndraha, 2011: 160),”” antara lain :

%% Ibid Hlm 159
37 Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta: Rineka
Cipta.
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1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan

menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur)

organisasi.

pemerintaha

2.1.10. Peng

istilah “control” sebage a dikut 2 nya : “control is to determine
what is accomplished, evaluate i ) corrective measures,if needed to ensure
result in keeping with the plan* (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah
dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan

sesuai dengan rencana). pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan

tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada
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pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan). Bagir

Manan memandang control sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim

Pengertian ini

perencanaan dan

pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam
pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan

pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan,

** Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, him. 133
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cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan
dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.*

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh

2) ot bérpendaps anajemen adalah suatu

ngan tujuan-tujuan

balik, membandingkan

3) ] ang » oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk,
bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu oganisasi
mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung

terwujudnya visi dan misi organisasi.

* M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rajawali, Jakarta,
2013, hlm. 172
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4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut.
“Control is the process by which an executive gets the performance of his

subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or

policies”. (Penge 2 atu p dima ingin mengetahui apakah

hasil pe a ] ] a lengan rencana,
tujuan, s berpedoman
terhadap '

a. Re ’

b. Peri ﬂ

ARG

proses untuk me 2 cgia era cnuju pe an tujuan seperti yang

direncanakan e gpangan diambil tindakan

tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga

adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas

**Maringan Masry Simbolon,Dasar —Dasar Administrasi dan Manajemen,Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2004, hlm. 61
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pengawasan. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar II.1. Ruang Lingkup Pengawasan

pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini
dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan

dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan
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maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the

spot.

\A T a‘

atau pe
Peratur. DPRD maupun

Keputus aan pemerintahan

wan AN

daerah. embatalan terhadap

kebijak pgan umum, peraturan

B e
> >
o

perundangundangan

yang lainnya.

Pengawasan Interna 1S3 ernal adalah pengawasan yang

Q@‘\\"‘-

dilakukan oleh aparat dala itu sendiri. Pengawasan intern lebih
dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah
pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh

lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang

kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat
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Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara

pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar

organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

pai yaitu standar ,
apa yang lakukan  yai elal : perlu melakukan

perubahan- : ingga. pclaksanaan .ses S selasar

amanjemen, mekanisme penga

suatu organisasi memang mutlak
diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tampa diiringi dengan suatu

system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

“ Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. Dasar-Dasar Manajemen, PT. Bumi Aksara.
Jakarta.
2 Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya, BPFE, Yogyakarta.
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lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di

tentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan antara lain :**

a. Tahap penetapan standar

s

enyimpangan

o
™

enyimpangan dan

akan bahwa control

merupakan suat S : : pawah empat prinsip control

2. Koordinasi dengan kontak lansung antara manusia yang berkepentingan,

3. Koordiansai pada tahap awal setiap kegiatan,

* Feriyanto, Andri, 2015. Pengantar Manajemen (3 In 1). Yogyakarta. Mediatera
* Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernologi (Ilu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta
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4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan

dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan

L\ 3

A

atau pera

C. pengawas

A ENA

a2

(@]
5
Ua.
&
o)
8
o,
A3
«1 X
- =\
=

wewnan

beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

* Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya, BPFE, Yogyakarta.
*® Siagian, P, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
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b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan

ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk

laporan tulisan dan lisan.

penyimpangan-
penyimpan ] dapea : ast ,ekonomis ,dapat

dimengerti

dapat urut-urutan
1erealisaikan tujuan
pelaksanaan atau

sun, mengarahkan,

Demikian juga halnya pelaksanaan tugas pengawasan, untuk

mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberpa fase
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atau urutan pelaksanaan . proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang

berobjekan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:*’

mengetahul a rja actua | dan an organisasional
yang diharapk erja aku : A-lias ptimalisasi pemanfaatn

sumber-su . la N as-tugas. suaian antara kinerja

c. Bandingkan hasil kinerja aktu

d. Ambil Tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.

* Manullang, 2001, Dasar-Dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
“8 Ulber Silalahi, 2002, Pemahaman Praktis Asas-Asas manajamen, Mandar Maju, Bandung.
Hlm 396.
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Ada kalanya sebagian dari kegiatan pengontrolan menentukan standart,
memonitor dan menilai pelaksanaan kerja dan membandingkan hasil aktual dan

standar yang sudah ditentukan diserahkan kepada individu atau institusi tertentu, dan

jika terjadi penyin anajer yang memberikan

‘ ‘ h““‘ .@@ impangan hal
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Judul Penenlitian

Terbitan

Persamaan penelitian

Perbedaan Penelitian

Fungsi

Permusyawaratan

2016

Persmaan penelitian

Perbedaan dalam
penelitian ini adalah,
peneliti lebih melihat

pola

kepengawasan badan
permusyawaratan

desa (BPD)

desa (BPD) dalam

pelaksanaan

tugas

dan fungsinya

Perbedaan penilitian
ini  penulis lebih
menekankan
pengawasan  badan
permusyawaratan

desa (BPD) terhadap
kinerja kepala desa
berdasarkan

BPD yang

fungsi
tertera
pada Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 1110

Tahun 2016

Pengaruh  Pengawasan

2016

Persamaan penelitian

Perbedaan penelitian
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Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Terhadap
Kinerja Kepala Desa
Rambah

Kecamatan

i
nr

vl

“\\\\\\\

ini adalah sama-

sama meneliti badan

permusyawaratan

desa (BPD) dan

adalah dalam
pengamatan penulis
sebelumnya  lebih
mengarahkan kepada

pengaruh

peneliti

berfungsi

gas dan fungsinya
dalam  mengawasi
kinerja kepala desa
berdasarakan  pasal
31 pada Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 1110
Tahun 2016
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2.2.1. Kerangka pikir

[ Fungsi BPD J

W
&z

2)

s
g
7
=
3
o

WYy
\qh
w

-
v
»e

W
B

22

- g‘i&‘\“\\‘

Badan Permusyawaratan Desa ‘dalam Kinerja Berfungsi besar dalam
pengawasan Di Desa Limbung Kecamatan Lingga.Utara Kabupaten Lingga.

Sumber : Data olahan peneliti, 2019.

Gambar 11.2. Kerangka Pemikiran.
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2.2.2. Konsep Operasional Penelitian

bangunan yang

emerintahan desa

wilayah yang berv ¢ e syarakat setempat,

berdasarkan a danzadat istia sete 3 ] dan dihormati dalam

4. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas
dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi

penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

66

. Fungsi BPD adalah untuk membuat struktur pembagian tugas dan fungsi antara

kepala desa dan BPD, sehingga pembagian tugas ini dilakukan untuk mencapai

tujuan dari tugas yang ada, dan tugas BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa.
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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

secara sengaje , : an Badze e rmusyawaratan Desa
Limbung Keca Lingga ( . 10 sedikit mendongkrak
tugas dan f an Pe syawal De matan Lingga Utara

Kabupaten . : agi, alitanya banyak hal

Kabupaten Lingga % 1 ida etahui tugas dan fungsi

kinerja beliau.

Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat

49

mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.”™ metode

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya,1998), h. 11.
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mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan,
atau menghubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian,

penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Fungsi Badan

Permusyawaratan engawasan des Di Desa Limbung

ng ~ ‘ ‘ “\"‘“ . ipsikan atau

ciri-ciri atau karakteristi populasi objek,. yang adalah informan yang

mengetahui

serta aparatur masyarakat sebanyak 8 orang. Yaitu sebagai berikut: Camat, Ketua
BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Desa dua Orang (Tokoh Agama dan Tokoh

Adat), Tokoh Pemuda, RW dan RT dua Orang.
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3.5. Sumber dan Jenis Data
a. Data Primer
Jenis data prime

ang digunakan adalah dimana.data diambil secara langsung

Data pakan da an oleh peneliti dari
sumber-su ¢ telah ada Di Desa | matan Lingga Utara

Kabupaten I

Tabel I11.1

Dapat diambil contoh untuk pembangunan tahun 2018 paket yang tidak selesai sesuai
dengan waktu yang direncanakan adalah Pembangunan Jalan semenisasi di RT 01
RW 02 Dusun Senempek Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten
Lingga, sesuai rencana harusnya selesai pada tahun anggaran berjalan yakni tahun

2018, tapi realisasinya sampai awal tahun 2019 pelaksanaan pekerjaan tidak selesai
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tepat waktu, volume pekerjaan seminisasi ini sepanjang 750 meter tapi realisasi
dilapangan hanya mencapai 693 meter.

Salah satu penyebab realisasi yang tidak sesuai ini adalah karena kurang

ari hasil observasi
esuai pelaksanaan
pengawasan yang
at dalam pengawasan

n kepada BPD akan

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian
untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar checklist atau catatan harian.
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b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman

Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang

digunakan untuk mengambil gambar.
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3.7. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten

mana yang pent ang @ esimpulan sehingga

mudah dipa

3.8. Rencan

: iy disay yejepe il udwnyo(]

Tabel II1.1 F

No | | Jemis April Mei

Kegiatan p

213 213

1 Penyusunan

UP
> Seminar

UP
3 | Riset

Penelitian
4

Lapangan
> Pengolahan

*% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D (Bandung: IKAPI, 2011)
Cet. Ke-13. h.244.
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dan analisis
data

Konsultasi
Bimbingan
Tesis

Ujian Tesis

DI disay yepepe fur udwnyo(

| -
Catatan: Jaa enelitian Bersifat Tentc cwaktu—waakt: q terjadi perubahan.

BABII :

konsep teori, ulasan karya nudian menguraikan kerangka pemikiran,

konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

74

Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel;
Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan

Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal

BAB

sembahasan,yang di
awaratan Desa Dalam

an Lingga Utara

apatkan dari hasil
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

luas wilaya ra 1 d dang Republik

Indonesia ] ( aten Lingga di Provinsi

531 buah pu : Y a belum berpenghuni,

untuk batas » ooq i bagi tara : Kota Batam dan

Jika dilihat dari topografinya, maka sebagian besar daerah di Kabupaten
Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional
(BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah

datarannya hanya sekitar 11.015 ha. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten
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Lingga dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15

%, 15-25 %, 25- 40 %, dan > 40 %.

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan

dalam wilayah administrasi Kabupaten'Lingga. Kecamatan Lingga Utara mempunyai
luas daerah 11.564,67 Km?® dan terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan ibukota

kecamatan berada di Lingga Utara. Secara geografis, Kecamatan Lingga Utara di

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Senayang, barat berbatasan dengan Bukit
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Harapan, timur berbatasan dengan Sungai Pinang dan sebelah selatan berbatasan

dengan Keton/Pekaka.

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Limbung

tempat juga di g K t y ian dan rambutan.

Di desa Li : sana u sangat kenta elayu yang digunakan

40,408 Km? (62,850 Ha), terdiri dari daratan dan lautan. Jarak dari desa Limbung
menuju Kecamatan sekitar 75 Km, sedangkan untuk Kabupaten hanya menempuh
jarak 37 Km, dan menuju pusat Provinsi berjumlah 119 Km. Jumlah penduduk Desa

Limbung secara total sebanyak 1.803 jiwa dan mempunyai 540 Kepala Keluarga.

Berikut tabel penjelasan jumlah masyarakat desa Limbung Kecamatan Lingga Utara :
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Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Limbung Tahun 2018-2019

No Masyarakat Jumlah
1. Jumlah Masyarakat Laki-Laki 934 Orang
2. Jumlah Masyarakat Perempuan 869 Orang

200 Orang

Sumber:Data Olahan Penelitian 2019.

Tujuan dari BPD ini adalah bagaimana mengawasi kinerja Kepala Desa agar
Kepala Desa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga kepala desa mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
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masyarakat. Berikut gambar struktur BPD Limbung Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga:

Gambar IV.1 Struk Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Limbung

Ke ‘ ing Kak .ﬁ goa.
<> Nty

S ) ‘0‘

‘\\\\\\\

Sumber: Desa Limbung 2019
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4.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di

Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

dengan mana manajer ataupun pemerintahan dapat membandingkan subsekensi

kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian
tujuan. Menetapkan suatu standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang

menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

81

Untuk itu obyek-obyek yang akan dikontrol perlu ditentukan dengan skala prioritas

sesuai dengan urgenisitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor

strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha.

halnya garis besat ; Ara atan. Standar dapat ditentukan

berdasarkan

Taufik’’.Menurut bapak apakah BPD dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja

Kades Limbung sudah menetapkan standar seperti berdasarkan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri, RPJM, dan RKP Desa? Kemudian bapak Nanda menjelaskan sebagai

berikut:”!

”Dalam hal ini_menurut saya BPD belum mempunyai acuan dalam

ipaikan ketua

peraturan yang ada sudah sewajibnya BPD menetapkan standar dalam melakukan

*! Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
> Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
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pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada RT 01 yaitu Bapak Taufik beliau

menjawab sebagai berikut :>>

sebenarnya memang BPD belum melaksanakn tugas nya dengan baik,

1 penulis melihat

AN

maupun Daerah,
aik sesuai dengan
apak Nanda, Jali,

ankan BPD dalam

ALLEUEXHS

engawasan saja
ipu menjalankan
| peraturan yang

pelatihan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD. Hal yang sama juga

disampaikan oleh Jali sebagai Berikut :>°

> Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
> Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
> Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
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“untuk menjalankan standart pengawasan tentu adanya tolak ukur, akan
tetapi sampai saat ini tolak ukur standar dalam pengawasan BPD belum
ada, sehingga sangat memungkinkan hal ini tidak berjalan”.

Analisis penulis melihat dari hasil wawancara, perlu adanya perbaikan

terhadap kinerja BPD m hal ini program pemb an BPD bisa dilakukan oleh

inya mana
yikuti standar
ana prndukung

wawancara 257

“kalau keluhan masyarakat ada beberapa yang kami dengar dari
masyarakat lansung baik itu pemuda maupun pemudi, dalam hal ini
seperti yang disampaikan tadi BPD terkadang ada yang ditanggapinya
ada juga hanya dibiarkan saja sama mereka, hal ini bisa dilihat dari
keluhan masyarakat yang terkadang disampaikan kepada kami salah

*® Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
*’ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Ketua RW 03 Jali, dan RT 01 Taufik,
Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.
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satunya pembangunan dan jarangnya Kepala Desa berada dalam
kantor. Hal ini sering dijumpai masyarakat desa limbung yang ingin
meminta tanda tangan kepala desa terpaksa mencari kepala desa mereka
diluar kantor seperti kebun dan lain-lain”.

kan standar dalam

ahami tugas dan

perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun
demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu
berdiri sendiri, tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau

terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.
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Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat. Maka
perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan, ini disebut monitoring

performance atau pemonitoran tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang

melalui in

validitasnya, se ada okinar E an memberi data

“palsu” ji a | il an  digunakan untuk

memindahke

kan kepada Camat

Lingga Utara, Ke ) da epa esa, [t 0 @' ak “Muslim. Samsol.

B, dan Andi % apak apal i ad presedur, waktu, dan

metode atau te & > digunakan oleh BPD?

O
Kemudian bapak Mu Q “
R

e
“Dalam hal ini saya jelas pihak kecamatan hanyalah bersifat
koordinasi dengan pemerintahan desa,akan tetapi pihak camat juga
biasa mendapatkan keluhan dari masyarakat apabila mereka tidak
mendapatkan pelayanan yang baik di tingkat Desa. Jadi menurut saya
berdasarkan laporan masyarakat yang waktu lalu melaporkan kepada
saya dimana kepala desa jarang ada dikantor,nah dalam hal ini saya
sedikit berpendapat bahwa pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala
Desa masih sangatlah kurang. Bukan kita mau menghakimi BPD akan

*® Wawancara Camat Lingga Utara Bapak Muslim, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
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tetapi, banyak desa yang ada diwilayah saya BPD nya di bawah
pendidikan Kepala Desa. Jadi tidak heran jika mereka tidak mempunyai
standar untuk mengukur kinerja Kepala Desa ™.

Analisis penulis selama melakukan wawancara, penulis melihat bahwa dalam

termasuk saya
kinerja Kepala
wdan mengadakan
kait permasalahan
tetapi saya selalu

iy disay yejepe il udwnyo(]

asyarakat dikarenakan kami
% e @? erhatian pemerintah, kami
%'& g i Ja arenakan pendidikan kami
hanyalah SMA, dan kala saya belum adalah lagi sosialisasi
dan program pemberdayaan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Analisis penulis terhadap wawancara dan observasi dilapangan penulis
melihat bahwa BPD juga membuka diri dan mengakui kesalahan mereka, mereka

juga sadar dengan kemampuan mereka. BPD juga membuka diri untuk lebih baik

> Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
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lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD juga mengharapkan adanya
sosialisasi dan program pemberdayaan untuk BPD sendiri. Kemudian peneliti

bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya beliau menjawab sebagai

juga tidak asa apa ya ilakukannya s ar, sehingga beliau sangat

menerima ] ; terutar PD, untuk p ayaan Birokrat desa itu

”Nah, untuk hal ini saya belum mengetahuinya, dikarenakan saya
(camat) hanyalah koordinasi dari desa, tapi menurut pengamatan saya
selama jadi camat belum adalah kelihatan hal-hal seperti yang saudara
sampaikan, karena kalaupun ada pengumpulan data dan wawancara
kepada masyarakat, kami pasti mengetahui dari laporan-laporan

* Wawancara Kepala Desa Bapak Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
®! Wawancara Camat Lingga Utara Bapak Muslim, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
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masyarakat sekitar maupun kepala desa, jadi menurut saya kemungkinan
tidak ada. Sebenarnya permasalahan BPD setiap desa hampir sama saja
di Kepri ini jadi menurut saya perlulah adanya pemberdayaan BPD
serta sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga kedepannya
BPD bisa memperbaiki kinerjanya dan  berdampaklah pada
pembangunan dilingkungan masyarakat”.

bertanya k : Q aitu Bapa ertanyaan yang sama,

dan beliau

BPD seperti
emang belum
tetapi dalam

Desa Limbung memang dalam pelaksanaan fungsi BPD belum terlaksana dengan
baik, akan tetapi BPD juga sudah mencoba untuk melakukan perbaikan dengan

silaturahmi kepada masyarakat agar mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat desa

® Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
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Limbung. Kemudian peneliti bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya

dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut :**

“Kalau menurut saya hal tersebut belum adalah dilakukan oleh BPD, hal
ini terbuktl ' da masyamkat yang ko elama saya menjabat

Kinerja Aktua sar as ‘ erja Kepala Desa

Limbung bi : k terlaksana denga buktikan dengan hasil

Tahap ketiga dalam proses kontrol ialah membandingkan hasil kinerja aktual

dengan standar. untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti digunakan sebagai

® Wawancara Kepala Desa Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019
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ukur yang akan diperbandingkan, sebab apabila standar tidak jelas maka sulit untuk
menilai tingkat kinerja yang dicapai. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja

yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini

standar per can batas y lerajat penyimpangan.
Ini disebut , ane n from the standard

that is acce,

peneliti menanyakan

mungkin untuk membandingka inerja tersebut, sedangkan dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam
pembangunan belum mempunyai skala ukur yang jelas. Jadi menurut
saya sangat perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan tugas BPD”.

Dalam analisis penulis melihat bahwa dalam pelaksanaanya pengawasan BPD

terhadap kinerja Kepala desa belum mampu untuk melakukan studi banding dengan

* Wawancara Tokoh Agama Basrah, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
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aktual standar kinerja dalm pelaksanaanya pengawasan, karena dalam hal ini belum
ada indikator-indikator penilaian dan standar dalam menentukan pelaksanaan kinerja
Kepala Desa. Sehingga tidak memungkinkan BPD untuk melakukan dan
melaksanakan tugasnya dengan. baik tanpa-ada standar.yang jelas dalam hal
pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Adat yaitu Bapak Darur

Karar dengan pertanyaan yang sama,/dan beliausmenjawab sebagai berikut:®

“Menurut saya benar yang disampaikan oleh saudara kita pak Basrah,
dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangatlah
tidak maksimal hal ini karena dalan pelaksanaan tugas tersebut belum
dibuat suatu acuan yang mengukur kinerja dengan standart yang ada.
contoh dalam hal ini kalau saya melihat banyak sekali jalan-jalan yang
sangat dibutuhkan masyarakat dalam  kehidupan sehari-hari karena
kondisinya sangat tidak memungkinkan, padahal sudah disampaikan
oleh masyarakat agar pemerintah desa melakukan perbaikan jalan
tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD), akan tetapi
hal ini jarang sekali diperhatikan oleh BPD. Kita sangat menyayangkan
hal ini, seharusnya BPD sebagai jembatan masyarakat dengan Kepala
Desa dalam hal pembangunan desa dan hal lainnya, akan tetapi BPD
tidak bisa melaksanakan tugasnya. dengan baik dan sesuai dengan
harapan masyarakat. Saya rasa-sangat perlu BPD yang ada didesa
Limbung ini diberdayakan, sehingga memungkinkan mereka bisa
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada”.

Analisis penulis dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan
kinerja BPD untuk pengawasan, perlu adanya.inovasi baru dalam pelaksanaan
pengawasan kinerja Kepala Desa, hal i dikarenakan BPD tidak mampu
melaksanakan tugasnya disebabkan oleh kurang SDM yang memadai ditingkat Ketua
BPD maupun anggota BPD. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Agama yaitu

(13

Bapak Basrah dengan pertanyaan lain “ Menurut bapak apa saja yang harus

® Wawancara Tokoh Adat Darur Karar, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
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diperbaiki BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, selain membuat skala
mengukur atau membandingkan kinerja aktual dengan standar ?”. Dan beliau

menjawab sebagai berikut :*°

ongan untuk
sarana dan
desa dalam

mempersiapkan ide dalam m ur standar pengawasan kinerja desa,
sehingga saat berjalannya proses kerja BPD tinggal dimusyawarahkan
bersama untuk menentukan skala standar yang baik dalam pelaksanaan
pengawasan kinerja Kepala Desa disektor pembangunan, dan kalau
perlu BPD membuat suatu peraturan yang mengikat tentang standart
pengukuran pengawasan kinerja Kepala Desa Limbung”.

® Wawancara Tokoh Agama Basrah, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
®” Wawancara Tokoh Adat Darur Karar, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
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Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan dalam indikator
Bandingkan Hasil Aktual dan Standar belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh

BPD, hal ini tidak terlepas dari indikator-indikator yang dibahas sebelumnya. Dalam

pembangu di , ¢ ; pan merata, akibat dari
kurangnya pe : a C p syarakat kepada pihak

desa.

‘&ﬁ memperbaiki. Jika tidak

Cukantindakan penyesuaian. Tindakan
T

ditemukan perbedaan Q Q ‘ ‘
.

korektif atau penyesuaian biasa satu dari tiga bentuk, yaitu: maintein
current status jika hasil akhir konsisten dengan standar; make adjustment jika hasil
menyimpang dari standar karena pelaksanaan tidak tepat: dan change the standards

jika hasil secara signifikan menyimpang dari standar karena yang digunakan tidak

tepat.
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Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat
dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara status qua dan

kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kinerja. Dalam

boleh ditunda,
sani dan diperbaiki

hal perencanaan

diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kegiatan- kegiatan yang
telah dan sedang berlangsung tidak sesuai dengan rencana. Sebab itu melakukan

tindakan perbaikan terhadap sesuatu penyimpangan yang berarti wajib dilakukan
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manajer. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi

penyimpangan yaitu:

mencari serta

S
g
=
-+
o
fim}
o
o
=
=
<
o

kerja akan b

antara hasil

A MK
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Diagnosis mencankup antara lain penilaian tipe, jumlah, tempat dan sebab
penyimpangan dari standar. Beberapa sebab potensial dari penyimpangan kinerja

antara lain : salah perencanaan, kurang komunikasi didalam organisasi, kurang
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pelatihan, kurang motivasi, dan ada gangguan yang tak dapat diduga dari luar

organisasi, seperti halnya regulasi pemerintah atau kompetisi.

Bahwa tindakan mengatasi persoalan lebih baik daripada tindakan korektif.

penyimpangan Kinerja Kepala Desa? Kemudian bapak Samsol. B.menjelaskan

sebagai berikut :°*

“Menurut saya selaku ketua BPD kami akan memperbaiki kesalahan-
kesalahan kami, dan saya juga mengharapkan dengan adanya penelitian

* Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
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bapak tentang pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa ini dapat
menjadi tambahan bagi kami, serta keluh kesah kami sebagai BPD
tersampaikan  dipemerintahan  desa maupun  kabupaten. Kami
mengharapkan adanya program-program yang memberdayakan BPD
dan juga sosialisasi terhadap kinerja BPD lebzh digiatkan lagi, kami
percaya jika BPD memahami tugas dan_fungsinya lewat program-

D 0w mutu kinerja kami

wae '.,*
ot
o

enulis melihat

am pelaksanaan
mereka seperti
sehingga mereka
uga menerangkan
i BPD, tanggapan
lan mau mengikuti
jika ada pelatihan serta rkai : dan fungsi BPD. Hal
yang sama |

A\ndi Mulya sebagai

berikut :*°

“Tindakan 7 1 adalah membangun
komunikasi ye @ seb va, hal ini guna untuk
memperbaiki kinerja a g

dan BPD, langkah % m a akan bermusyawarah untuk
menyelesaikan permasala slahan desa Limbung saat ini”.

Dari wawancara yang dilakukan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada
saat ini belum ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh

Kepala Desa, seharusnya ada dua tipe dalam memperbaiki penyimpangan yaitu

* Wawancara Kepala Desa Bapak Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019
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dengan Tindakan Korektif dan Tindakan Koreksi. Untuk itu sangat diperlukan

standar dalam pengawasan, ukur kinerja aktual, bandingkan hasil aktual dan standar,

dan ambil tindakan perbaikan. Dalam hal ini pihak BPD juga menginginkan

LAy

1gas dan fungsinya

ata-rata BPD desa

e LA ETE Y

BPD untuk lebih giat lagi dalam memberikan pendidikan formal maupun tidak

formal kepada pemerintahan desa terutama desa Limbung Kecamatan Lingga Utara

Kabupaten Lingga.
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4.3. Faktor Penghambat Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala

Desa

Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kades di Desa

Permusya %i o s:s'

4.3.1. Ham

1. Dalam

mempun

L ) AN

pelaksana

~
g
)
S
=
(0]
—
o]
4,
)
o
=
&

lapangan.

.ty

3. Belum dilakukannya secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan
laporan kegiatan selain itu dukungan sarana dan prasarana pendukung BPD kurang

memadai sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi terhambat.
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4. Kurangnya komunikasi antara masyarakat terhadap birokrat desa (BPD dan
Kades), hal ini dikarenakan BPD tidak bisa menampung aspirasi masyarakat

terhadap kinerja Kades yang dianggap kurang memuaskan masyarakat. Hal ini

£ Q

masyar

6. BPD tida

dalam pelaksanaan

S E LAY

pengawas mampu memenuhi

ukur kin ; of Q! aktug 3 ndar serta melakukan

4.3.2. Hambatan Indikator Ukur Kinerja BPD sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya tim Pengontrol (pengawasan) yang dimaksudkan untuk

melakukan monitoring dan evaluasi
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. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

. Kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

: pelaporan masih minim,
\Q\“ .Q ’.

" am mengajukan

o

masyarakat untuk
empunyai laporan

tidak berjalannya

. Belum adanya skala ukur yang jelas dalam melaksanakan pengawasan

terhadap kinerja kepala desa dalam melakukan realisasi pembangunan dan
perbaikan jalan dengan menggunakan anggaran dana desa belum sesuai

dengan harapan masyarakat.
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2. Kurangnya SDM yang memadai ditingkat Ketua BPD maupun anggota BPD
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum berjalan dengan baik.

3. Belum adanya program dan pemberdayaan yang mampu meningkatkan

an di sektor

ETY

auh

()]
17}
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®
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G
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4.3.4. Hambatan da baikan Sebagai Berikut:

¢
Q“‘\i“

1. Belum adanya tindaka adap penyimpangan yang dilakukan
oleh kepala desa

2. BPD belum mampu membuat standar serta acuan dalam pengawasan karena

kurangnya pemberdayaan
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. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap

hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu

meperbaiki permasalahan.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- ara Kabupaten

=

E

- | infrastruktur di Desa

o O

<3 %- bkan BPD belum

B =

® 3

= e ngawasan kinerja
=

E E Undang Undang

- g..

s =

S

@2 - el inerja kepala desa
e &
w n lemahnya Sumber Daya
= ey
= a BPD Desa Limbung.
;

nery wejsy sej

5.2. Saran

Berdasarkan fungsi penelitian tentang fungsi BPD dalam pengawasan kinerja
Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Adapun saran-

saran tersebut sebagai berikut :



un ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISJI9AI

nery wejsy sej

1.

106

Dalam melaksanakan  pengawasan BPD harus menetapkan standart
pengawasan, misalkan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah dicantumkan

dalan Dokumen Penggunaan Anggran ( DPA ) atau APBDes dan apakah

R

o

o

g
o
=
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